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BAB III

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Polis asuransi kendaraan bermotor PT.Asuransi Wahana Tata belum 

menerapkan asas keadilan. Ketidakadilan terjadi dalam hal proses 

pembuatan perjanjian yang tidak dapat dinegosiasikan maupun terdapat 

dalam penerapan klausul baku pada polis asuransi yang merugikan 

konsumen.Dalam polis asuransi kendaraan bermotor terdapat Pasal yang 

tidak memenuhi asas keadilan yang terdapat dalam Pasal 3 poin 1.2 yang 

menyebutkan bahwa: “pertanggungan ini tidak menjamin 

kerugian,kerusakan,biaya atas kendaraan bermotor atau tanggung jawab 

hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh penggelapan, 

penipuan, hipnotis, dan sejenisnya”. Pasal tersebut menyebabkan 

tertanggung tidak mendapatkan haknya untuk menerima uang ganti 

kerugian atas peristiwa tidak pasti yang dialaminya dan menimbulkan 

kerugian bagi tertanggung.  

2. Secara yuridis normatif perlindungan konsumen asuransi PT.Asuransi 

Wahana Tata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, namun belum sepenuhnya terwujud. 

Terdapat klausul dalam polis yang mencantumkan larangan yang diatur 

dalam Pasal 18. Konsekuensi yuridis akibat pencantuman klausul 

tersebut yaitu klausul dalam polis tersebut batal demi hukum. 
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B. Saran 

1. Perlu dibuatnya suatu polis asuransi kendaraan bermotor baru yang 

memenuhi asas keadilan sehingga para pihak dapat memperoleh hak dan 

kewajiban yang semestinya. Dalam pembuatan polis asuransi pihak 

perusahaan asuransi tidak hanya berorientasi untuk memperoleh 

keuntungan saja namun juga harus memperhatikan hak-hak konsumen 

secara keseluruhan.  

2. Perlu adanya revisi terhadap klausul yang ada dalam polis asuransi 

kendaraan bermotor yang merugikan konsumen. 

3. Perlu adanya pemberian informasi secara benar, jelas dan jujur mengenai 

manfaat dan jaminan asuransi kendaraan bermotor yang diberikan oleh 

PT.Asuransi Wahana Tata kepada tertanggung sebelum adanya 

kesepakatan perjanjian asuransi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman 

antara pihak PT.Asuransi Wahana Tata dan tertanggung sebagai 

konsumen. 

4. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam jasa asuransi untuk 

memberikan perlindungan terhadap konsumen. Khususnya pengawasan 

dalam hal penggunaan klausul baku dalam polis asuransi. 
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